
 

 

 

 

 

 

BUPATI SERANG 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI SERANG 
 

NOMOR 74 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SERANG, 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 

(2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2023; 
 

Mengingat     : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 
 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 
 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

 
5. Peraturan … 

SALINAN 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang  Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093); 
 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1633) 
 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 961); 
 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021Nomor 1424); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 

2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, 

Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2009 Nomor 793); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481); 

 
13. Peraturan … 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2016 Nomor 05); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 
Nomor 10); 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47); 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2006 Nomor 736); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

BAB I  
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintah .. 
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4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang. 

5. Bupati adalah Bupati Serang. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang. 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat 
DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Serang. 

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis.   

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dan disebut 
RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Serang. 

13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa ang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 

14. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat 

desa, dan unsur pendukung kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan 
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis. 

15. Sekretaris desa adalah pemimpin sekretariat desa. 

16. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan 
tugas PPKD. 

17. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

20. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan sebagai 
petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, 

penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes. 

21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

 

22. Anggaran ... 
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22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dan 
disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. 

23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung 

jawaban dan pengawasan keuangan Desa. 

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Serang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

28. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 
bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang 

diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

30. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah 
bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kepada 

Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah 
Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu. 

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan Desa. 

33. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian 

kekuasan PKPKD. 

 

34. Sumber ... 
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34. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan Desa yang terdiri atas 
pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari 

dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang 
tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

35. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. 

36. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKD, adalah 
Rekening Kas Desa masing-masing pada Bank tempat masuk keluarnya 
pendapatan dan belanja desa. 

37. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 

38. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 

39. Sisa DD adalah DD yang tidak tersalurkan ke RKD sampai dengan tahun 

anggaran berakhir dan masih berada di RKUD untuk disalurkan kembali 
pada tahun anggaran selanjutnya. 

40. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

41. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 
Desa. 

42. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

43. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

44. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 
tahun anggaran. 

45. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. 

46. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. 

47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

48. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 

barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia 

barang/jasa. 

49. Penyedia ... 
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49. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang 
menyediakan barang/jasa. 

50. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa Dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola 
kegiatan. 

 

51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 
(enam) tahun. 
 

52. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 
53. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 
 

54. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak 
dan barang tidak bergerak. 

 

55. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan sebagai 
petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, 

penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes. 
                                                                                                      

BAB II 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDes  
 

Pasal 2 
 

(1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 meliputi: 

a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah 

Daerah; 

b. Prinsip penyusunan APBDes; 

c. Kebijakan penyusunan APBDes; 

d. Teknis penyusunan APBDes; 

e. Teknis evaluasi Rancangan APBDes; 

f. Hal khusus lainnya. 
 

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

BAB III 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 3 
 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang 
Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

 
Pasal 4 … 
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Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. 
 

 
      

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 12 Oktober 2022 
 

      BUPATI SERANG, 
 

                
                 Ttd. 

 

     RATU TATU CHASANAH 
 
 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 12 Oktober 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 
              
                  

             Ttd. 
 

        TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI  

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 74 
 
 

 Salinan sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SERANG 

ttd 

SUGI HARDONO, SH., MM 

NIP. 19670321 199203 1 008 


